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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Adanya kosmetik llegal yang mengandung Merkuri atau bahan berbahaya bagi
penggunanya sangat bertentangan dengan pasal 2 Undang — Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat kasus pada bulan Agustus
2019, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Perwakilan Kepulauan Riau
(Kepri) kembali menita 147 jenis dan 8.432 kotak kosmetik ilegal di dua mal
Batam. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis merumuskan penelitian yang akan
dikaji yaitu (1) Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terhadap maraknya
peredaran kosmetik ilegal dan tidak bersertifikasi halal di Yogyakarta? (2)
Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk
ilegal dan tidak bersetifikasi halal? (3) Apa saja faktor — faktor yang menghambat
pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran kosmetik ilegal
dan tidak bersertifikasi halal di Yogyakarta? .

Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian lapangan (Field Research) yang merupakan jenis penelitian
untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (Field Research) adalah
penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya.
Jadi  penelitian lapangan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta.
Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena pencarian data
langsung dari lapangan dengan mencari informan terkait.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun (1) Pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku usaha usaha yang menjual produk kosmetik yang sangat
tidak memenuhi persyaratan dan bersertifikasi halal yaitu dilakukan tindak lanjut
pemusnahan produk dan peringatan langsung ke sarana. (2) Perlindungan
konsumen pada saat ini merupakan hal yang urgent yang harus diperhatikan,
dengan adanya Undang — undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada, disamping maraknya
peredaran kosmetik yang beredar dipasaran (3) Dalam pelaksanaan penyidikan
terhadap peredaran kosmetik ilegal adapun hambatan-hambatan yang dihadapi
oleh balai pengawas obat dan makanan di Yogyakarta yaitu: Faktor penegakan
hukum, faktor masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal dan Yogyakarta
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Maraknya peredaran ksmetik ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) sehingga produk kosmetik tersebut tidak layak buat dipakai
oleh konsumen. Sudah banyak kasus disitanya ribuan kosmetik ilegal dari 48 toko
di Yogyakarta dalam kegiatan tertib Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) Daerah Istimewah Yogyakarta ditemuinya sebagian kosmetik yang
mempunyai bahan- berbahaya. Untuk kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan daerah Istimewa Yogyakarta, Sandra MP mengatakan, jika sudah ada
403 item maupun 2.907 kemasan terdiri dari 13 item prduk prduk ksmetik uang
mempunyai bahan berbahaya. Ada 3 isi zat yang sangat berbahaya yakni, hidrkinn,
asam retinate dan merkuri. Dan pada tahun 2018 lebih 100 kosmetik ilegal dari
berbagai merk dinyatakan mempunyai zat berbahaya yang didominasi oleh
merkuri, hidrokinon dan asam retinoate. Tidak Cuma itu BPOM RI pula
menghasilkan sebagian kosmetik yang mempunyai bahan berbahaya semacam
pewarna dilarang (merah K3) dan logam berat (timbal). Bahan-bahan tersebut
dapat memunculkan kanker, kelainan pada bakal anak dan iritasi kulit.

Kosmetik ialah sediaan ataupun paduan bahan yang siap buat digunakan
pada bagian luar tubuh( epidermis, rambut, kuku, bibir, serta organ kelamin bagian

luar), gigi serta rongga mulut buat mensterilkan, menaikkan energi Tarik,



mengganti penampakan, melindungi biar senantiasa dalam kondisi baik,
membetulkan bau tubuh namun tidak dimaksudkan buat menyembuhkan ataupun
mengobati sesuatu penyakit.® Konsumen dalam memakai kosmetik wajib memakai
legalitas serta bahan— bahan yang tercantum dalam sesuatu produk kosmetik,
dengan metode memerhatikan penjelasan yang terdapat pada label tersebut,
apakah produk tersebut telah bersertifikasi halal serta mempunyai nomer registrasi
merek, dan mencantumkan hasil uji uji serta masa kadarluarsa produk.

Bahan- bahan kosmetik yang banyak tersebar di pasaran yang di perjual
belikan dengan harga yang sangat murah, mempunyai kemasan menarik serta
sangat gampang didapat. Ini diakibatkan sebab minimnya pengawasan terhadap
bahan- bahan tersebut sehingga kerapkali produk— produk yang tidak lolos
sertifikasi bisa tersebar luas di pasaran serta bisa di perjual- belikan dengan
gampang. Akibat dari minimnya pelaksanaan serta pengawasan terhadap standar
kualitas serta mutu dari produk kosmetik ini berakibat pada konsumen yang tidak
telindungi, sehingga banyak terjalin permasalahan sesuatu produk kosmetik yang
dibeli warga dengan tujuan buat memperoleh hasil yang sempurna malah
berdampak kebalikannya dan merugikan kesehatan.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik llegal yang mengandung Merkuri atau

bahan berbahaya bagi penggunanya sangat bertentangan dengan pasal 2 Undang —

! Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifa, “Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik” (PT
Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007), him 6.



Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan
bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Dalam bentuk
penyalahgunaan yang sering terjadi dalam bidang kosmetik illegal adalah
penggunaan zat aktif dan bahan berbahaya yang ditambahkan dalam produk

kosmetik. Berikut data kosmetik ilegal :

Kosmetik yang belum mendapatkan izin BPOM

Tiongkok @ Indonesia Jerman @ Korea Selatan @ Prancis @ Singapura @ Taiwan

Jenis Merek Jumlah varian produk

Ozera sSsssssseas
Perona bibir Yves Rocher é % Q % \"3 é e

Salsa Meixi =S

Christian Breton 0 6 &, ﬂ ﬂ

Labitha ﬂ ﬁ ﬁ (o ko

Christine Schrammek
Perawatan kulit wajah Tonymoly ﬁ a a

Missha a @

D'swiss ﬁ

La Widya Collagen a

Ozera Voo JsodeoFeo e Ug
Make up mata ‘Yves Rocher @@@@MZ&

Tonymoly fﬁf!ﬁ‘fﬁ‘

Labitha seee

Aichun Beauty S\_.E
Perawatan kulit Yves Rocher 9.—

DRD po

La Widya Collagen 9—

Ozera B E
Cat dan perawatan kuku

Salsa Meixiie Q

Bedak dan alas bedak Christine Schrammek
Perawatan rambut Mugens

Pewangi badan Yves Rocher

-l! iy (L&

# Keamanan mutu meliputi produk yang datanya tidak sesuai dan belum diimpor serta diedarkan dalam waktu 6 bulan
e Kosmetik yang izin edarnya diajukan pada 2016-2017 dan belum lolos notifikasi kosmetik dari BPOM sampai 7 Februari

2018 Blokadata

Sumber: BPOM (diolah), elemen visual: Jacqueline Fernandes | thenounproject.com Oleh Beritagar.id



Proteksi konsumen sangat berarti buat melindungi konsumen disebabkan
buat dikala ini banyak sekali kasus- kasus beredarnya kosmetik illegal yang sangat
meresahkan warga. Proteksi hukum konsumen ialah sebutan yang dipakai buat
menggambarkan terdapatnya hukum yang membagikan proteksi kepada
konsumen dari aktivitas pemakaian benda ataupun jasa. Pada pasal 1 ayat 1
undang- undang proteksi konsumen, proteksi konsumen merupakan seluruh upaya
yang menjamin terdapatnya kepastian hukum buat berikan proteksi terhadap
konsumen. Hendak namun terdapat sebagian permasalahan yang sangat susah buat
memperoleh proteksi hukum disebabkan terkadang dari warga sendiri tidak
memberi tahu permasalahan kosmetik illegal serta tidak mempunyai izin edar,
mereka lebih memilah pemecahan sendiri dengan langsung berubah kosmetik yang
lain, hingga dari itu pihak berwajib tidak bisa menindak lanjuti permasalahan
tersebut.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Lidia Wati dengan Judul penelitian
Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Provinsi Jambi Dalam
Mengatasi Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya

(Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)
Dengan hasil penelitian bahwa peran BPOM dalam melakukan pengawasan
terhadap kosmetik baik yang mengandung bahan berbahaya maupun yang tidak
mengandung bahan yang berbahaya tetap dilakukannya pengawan dalam rangka
menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan. Kedua perlindungan terhadap

konsumen pada saat ini merupakan hal yang urgent yang harus diperhatikan,



dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan pasar
asing yang masuk di Indonesia serta penggnaan kosmetik secara merata
menyebabkan pemantauan terhadap kosmetik khususnya dapat lebih ditekankan.
Terlebih penggunaan bahasa di dalam penjelasan serta komposisi yang tidak dapat
dipahami serta menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dapat menjadi dasar
kuat agar masalah ini dapat dijadikan pembahasan serius untuk ditanggulangi.
Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu disini penulis
meneliti perihal pelaksanaan perlindungan konsumen sedagkan yang dilakukan
oleh peneliti sebelumnya yakni mengenai peran BPOM pada provinsi Jambi.
Maka dapat dilihat berdasarkan Latar belakang masalah diatas peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK

ILLEGAL DI YOGYAKARTA”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji

yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terhadap maraknya peredaran
kosmetik ilegal dan tidak bersertifikasi halal di Yogyakarta?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat
produk ilegal dan tidak bersetifikasi halal?

3. Apa saja faktor — faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum
terhadap pelanggaran peredaran kosmetik ilegal dan tidak bersertifikasi halal

di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dapat dicapai
sebagai berikut:
a. Menjelaskan bentuk pelanggaran apasaja yang disebabkan oleh maraknya
peredaran kosmetik illegal yang tidak bersertifikasi halal di Yogyakarta.
b. Menjelaskan perlindungan hukum yang digunakan untuk konsumen yang

dirugikan akibat produkilegal dan tidak bersertifikasi halal.



c. Menjelaskan faktor — faktor apasaja yang menghambat pelaksanaan
penegakan hukum terhadap pelenggaran kosmetik illegal dan tidak
bersertifikasi halal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritik, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
bagi penulis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen
di Indonesia

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan oleh peneliti lain dan
dapat menambah wawasan masyarakat untuk lebih berhati — hati dalam

memilih produk yang tidak lulus uji BPOM

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian -
penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang
akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Berbagai informasi yang
berhubungan dengan tema perlindungan konsumen sebagai perbandingan dengan
skripsi penulis.

Penelitian yang ditulis oleh Arliwaman, Mahasiswa Universitas Lampung
Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan
judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang

Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun



1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.?2 Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normative , penelitian ini membahas tentang perlindungan
normative yang menggunakan undang-undang yang menerapkan tentang standar
mutu suatu kosmetik melalui cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB),
CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk
menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah
ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaanya dan penerapan peraturan ini
dilakukan oleh BPOM dengan cara melakukan pengawasan yaitu dengan
pengawasan premarket dan pengawasan post market.

Penelitian yang kedua yang ditulis oleh Fikri Januardi, mahasiswa
Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi IImu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum, dengan Judul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen
Terhadap Kosmetik Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan
Daerah Istimewa Yogyakarta’.® Penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis normative dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Bahan
hukum primer diambil dari Kitab Undang-undang hukum Perdata, Kitab undang-
undang hukum dagang dan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen. Dasar hukum sekunder dari bahan yang berkaitan erat dengan hukum

2 Arliwaman, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki
Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Skripsi, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata universitas Lampung, 2019.

% Fikri Januardi, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Oleh
Balaibesar Pengawas Obat dan makanan Daerah Istimewah Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syariah dan
Hukum jurusan limu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019



primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan
hokum primer. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan yang dilakukan balai
besar POM DIY yang meliputi beberapa pelaksanaan yang pertama dengan
pengujian laboratorium yang dikhususkan untuk pengawasan terhadap keamanan
dan mutu produk dengan melakukan pengambilan dan pengujian sampel produk
kosmetik yang telah beredar, kedua dengan melakukan pengawasan produksi
kosmetik sebelum diedarkan yang dilakukan oleh Balai Besar POM DIY
diharapkan produk kosmetik yang beredar di pasaran adalah produk yang terjamin
keamnan serta mutunya, ketiga pelaksanaan perlindungan konsumen oleh Balali
Besar POM DIY telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian yang ketiga yang ditulis oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji,
mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta program studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Hukum terhadap Peredaran
Kosmetik yang merugikan konsumen’.* Penelitian ini menggunakan metode
penelitian normative dengan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi
konsumen serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan dan
pemasaran produk kosmetik yang merugikan konsumen. Hasil dari penelitian ini
adalah peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup

memadai hak-hak konsumen.

4 Sekar Ayu Amiluhur Priaji, Perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang
Merugikan Konsumen, Skripsi, Fakultas Hukum jurusan llmu Hukum, Ull 2018.



Penelitian yang Keempat diambil dari jurnal yang ditulis oleh Novel
Dominika dan Hasyim Mahasiswa Universitas Negeri Medan, dengan Judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya
di Indonesia: Suatu pendekatan kepustakaan”.® dalam jurnal ini berisi tentang
perlindungan konsumen yang melindungi hak-hak konsumen yang disalahkan
oleh pihak pelaku usaha. Sebenarnya Hak-hak konsumen sudah dirumuskan oleh
peraturan perundang-undang yang semestinya diperhatikan dan dilindungi, sering
kali hak-hak konsumen diabaikan oleh pihak pelaku usaha karena iktikad tidak
baik hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, Peneliti masih belum menemukan
pembahasan tentang penjelaskan hukum positif dalam perlindungan konsumen
dan apasaja faktor — faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan
perlindungan konsumen.

Kerangka Teoritik
Adapun landasan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini:
1. PERLINDUNGAN KONSUMEN
a. Konsumen
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

> Novel Dominika, Hasyim” Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan

Kosmetik Berbahaya di Indonesia: suatu Pendekatan Kepustakaan” Jurnal Niagawan vol 8 No 1 maret

20109.
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orang lain, maupun hidup orang lain dan tidak untuk di perdagangkan.®
Pengertian konsumen dalam pasal 1 angka 2 undang — undang
perlindungan konsumen (UUPK) mengandung unsur — unsur sebagai
berikut:

1) Konsumen dalam

2) Konsumen antara

3) Konsumen akhir

Konsumen memiliki posisi sangat penting dalam perekonomian
dan menjadi faktor sangat penting dalam kelancaran dunia usaha. Karena
konsumenlah yang mengkonsumsi barang dan jasa yang di produksi oleh
pelaku usaha tanpa memperdagangkannya kembali, yang mana akan
mengkonsumsi barang dan jasa yang di produksi oleh pelaku usaha tanpa
memperdagangkan kembali yang mana akan memberi keuntungan bagi
pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya. Konsumen juga memiliki hak
dan kewajiban yang harus mereka ketahui, hal tersebut sangat penting agar
masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang Kritis dan mandiri.
Tujuannya, jika terjadi tindakan yang sangat merugikan konsumen mereka
dapat menyadari hal tersebut dan dapat memperjuangkan hak-haknya.

Dengan kata lain konsumen tidak hanya tinggal diam ketika menyadari

6 Undang — undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 1
ayat (2)
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bahwa hak —hak yang telah di langgar oleh pelaku usaha, di samping itu
konsumen juga memiliki kewajiban yang harus di penuhi atas diri
produsen.
b. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen
Menurut Az. Nasution hukum konsumen adalah sebagai
keseluruhan asas — asas dan kaidah — kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan
dengan barangdan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.
Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan bagian dari hukum
konsumen yang memuat asas — asas atau kaidah - kaidah bersifat mengatur
dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.’
Asas — asas dan kaidah — kaidah hukum yang mengatur hubungan
da masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik
tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum perdata, hukum dagang,
hukum pidana, hukum administrasi dan hukum internasional, etrutama
konvensi — konnvensiyang berkaitan dengan kepentingan konsumen.®
c. Hak dan Kewajiban Konsumen
Menurut buku Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar

yang ditulis oleh oleh Az. Nasution, menyatakan bahwa istilah

7 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi Revisi, (Jakarta: PT. Grasindo,
2006), him. 11
8 Ibid, him 12
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“perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Maka
dari itu perlindungan konsumen banyak mengandung aspek hukum.
Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya secara fisik,
melainkan terlebih-lebihkan hak-hanya yang bersifat abstrak. Dengan kata
lain. Perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan
yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum ada 4
(empat) hak dasar konsumen,® yaitu:

1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)

2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)

3) Hak untuk memilih (the right to choose)

4) Hak untuk di dengar (the right to be heard).

Sidharta menjelaskan bahwa adanya hak dan kebebasan untuk
memenuhi dan mengkonsumsi suatu produk tertentu secara langsung
memberikan arti bahwa dengan hak dan kebebasan tersebut berarti
konsumen harus dihubungi, karena dalam kondisi seperti itu biasanya
konsumen dihadapkan pada kondisi take it or leave it, artinya jika setuju
silahkan beli, jika tidak silahkan mencari di tempat lain.°

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

9 Celina Tri Siwi Kristiayanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
him30

10 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi Revisi, (Jakarta: PT. Grasindo,
2006), him. 28
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Pada pasal 3 undang -undang nomor 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen

bertujuant?:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan dari ekses negative pemakaian barang dan/jasa
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hak — haknya sebagai konsumen

Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta kases untuk
mendapatkan informasi

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang dan/ jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan

dan keselamatan konsumen.

e. Penyelesaian Sengketa Konsumen.

11 Pasal 3
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Menurut ketetapan Undang — undang no 8 tahun 1999 pasal 45
telah mengatur penyelesaian sebagai berikut:

1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugah pelaku usaha
melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada
dilingkungan peradilan umum.

2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui peradilan
atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang
bersengketa.

3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak menghilangkan tangguangb jawab pidana sebagaimana
diatur dalam undang — undang

4) Apabila telah dipilaih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh
para pihak yang bersengketa.*? Dalam Undang — Undang Perlindungan
Konsumen  terddapat penyelesaian sengketa diluar pengadilan
Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan adlah Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen.

12 pasal 45
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F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field
Research) yang merupakan jenis penelitian untuk mengumpulkan data
kualitatif. Penelitian lapangan (Field Research) adalah penelitian di mana
data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya. Jadi
penelitian lapangan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta.
Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena pencarian
data langsung dari lapangan dengan mencari informan terkait.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan sifat deskriptif analitik yaitu data yang menggambarkan atau
mendeskripsikan satu variable secara sistematis. Sesuai dengan jenis
penelitian deskriptif ditandai adanya upaya untuk mengetahui kondisi
sesuatu, baik itu berupa situasi atau keadaan, mutu atau kualitas Kkinerja
seseorang, atau kaitannya dengan Antara dua kondisi yang berupa hubungan
atau perbandingan. Data tersebut bisa berasal dari naskah, wawancara,
dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Hal lain
bermakna deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk
menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang
berlangsung dengan maksud untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi

sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif penelitian
yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan
perundang undangan serta norma — norma yang berlaku di masyarakat.*3
4. Subyek Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengupayakan untuk mendapatkan
data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan. Adapun objek yang di
gunakan yaitu purposive. Purposive merupakan Teknik pengambilan sumber
data dengan pertimbangan tertentu, tujuannya untuk menentukan informan
kunci. Teknik ini dirasa cocok digunakan untuk penelitian kualitatif.
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan
menjadi dua yaitu
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari
informan, yaitu orang-orang yang terlibat secara langsung dalam
penggunaan kosmetik illegal.

b. Sumber Data Sekunder

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Peranan dan penggunaaan kepustakaan di dalam
Penelitian hukum di dalam penelitian Hukum, (Jakarta:Pusat Dokumen Universitas Indonesia,
1979),him18
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Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari
buku — buku, arsip, sarana dan prasarana serta bahan —bahan lainnya yang
mendukung penelitian ini sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam

pengumpulan data, demi lengkapnya sebuah dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam suatu proses penelitian merupakan data
yang bersangkutan dengan penelitian. Karena inti dari penelitian yaitu
terkumpulnya suatu data atau informasi, kemudian data diolah atau dianalisa
yang akhirnya mendapatkan hasil dari analisis tersebut serta diterjemahkan
atau diinterpretasikan sebagai kesimpulan dari penelitian, berikut teknik
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-
hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya
sedikit/kecil. Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam
menggunakan metode wawancara.'*

a. Dokumentasi

14 Sugiyono, Metode penelitian bisnis (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 220.
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Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal — hal atau
variabel yang sama berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya.®

6. Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan
lain-lain sehingga dapat mudah dipahamai oleh orang lain.'® Teknik yang
digunakan peneliti adalah dengan metode kualitatif atau wawancara
langsung kepada responden, yang selanjutnya data hasil wawancara tersebut
akan digunakan sebagai data tambahan penelitian di samping penggunaan

data dari bahan kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka peneliti menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut

BAB | pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta
sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh

gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka
Cipta 2010) ,him. 202

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung, Alfabeta CV,
2013), him.44
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BAB Il kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian
terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan
pada saat ini serta memuat tentang kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah
sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya adalah
untuk menganalisa penelitian

BAB Il metode penelitian, yang berisi tentang metode yang
digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data,
keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian,
objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang merupakan bab terakhir yang
mengambil kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian, dapat pula
memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan

rekomendasi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha usaha yang menjual produk
kosmetik yang sangat tidak memenuhi persyaratan dan bersertifikasi halal
yaitu dilakukan tindak lanjut pemusnahan produk dan peringatan langsung
ke sarana.

2. Perlindungan konsumen pada saat ini merupakan hal yang urgent yang
harus diperhatikan, dengan adanya Undang — undang nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjawab persoalan
yang ada, disamping maraknya peredaran kosmetik yang beredar dipasaran

3. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal adapun
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh balai pengawas obat dan makanan
di Yogyakarta yaitu: Faktor penegakan hukum, faktor masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat
penyusun sampaikan:
1. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan hak-
hak konsumen, serta melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya
sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Perlindungan Konsumen

demi terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.
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2. Konsumen perlu teliti dan cermat dalam membeli dan menggunakan produk
kosmetik. Kosnsumen perlu melakukan pengecekan dan mencari informasi
mengenai produk kosmetik sehingga dapat terhindar dari dampak negatif
produk berbahaya.

3. Balai Besar POM Daerah Istimewah Yogyakarta perlu untuk selalu
meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan, dan mampu memberikan
pengawasan, dan mampu memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha,
sehingga dapat mengurangi kerugian-kerugian yang diderita konsumen akibat

dampak buruk pemakian barang dan/atau jasa.
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